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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan 

organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hokum 

dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan menurut 

George J. Gordon (dalam Syaffie 2016:33). Edgar N.Gladen dalam (Nugroho 2003:9) 

mengatakan bahwa “the oldest proession is not prostitution but administration”. 

Masyarakat perlu diatur, sebelumnya oleh kepercayaan agama, dan tradisi kemudian 

berkembang menjadi administrasi publik. Selanjutnya Echols & Hassan Shadily (dalam 

Nugroho 2003:10) Public administration sebagai ilmu ketataprajaan, ilmu usaha negara, 

administrasi pemerintahan atau negara. 

Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah cita-cita setiap bangsa dan negara, namun 

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, setiap manusia, bangsa dan negara menempuh 

jalan yang berbeda, sesuai dengan tujuan dan filosofi buat apa negara itu didirikan. Upaya 

mewujudkan kesejahteraan rakyat, tidak terlepas dari lingkungan kita berada, kondisi suatu 

bangsa dan negara dengan seperangkat ketentuan perundangan yang melandasinya.  

Salah satu bentuk untuk menjadi negara kesejahteraan adalah dengan 

menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. BPJS Ketenagakerjaan 

merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan kepada setiap tenaga kerja 

untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dengan mekanisme asuransi sosial. BPJS 

Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang 

dikelola oleh PT. Jamsostek (persero), namun berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang 

BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. 

BPJS ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2015 menurut UU BPJS 
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Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan empat program, yaitu program jaminan 

kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pension (JP), dan jaminan kematian 

(JK). Program jaminan kecelakaan kerja (JKK) merupakan program pertama yang 

diselenggarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemudian menyelenggarakan tiga program 

yakni program jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.  Berikut adalah 

data kepeserta yang aktif pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang 

Tabel 1.1 Data Kepesertaan Aktif pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang     

Tahun 2018-2020 

No Tahun Jumlah Peserta Aktif 

1. 2018 4.801 

2. 2019 7.081 

3. 2020 6.205 

Sumber: dokumen BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang  

Berdasarkan tabel di atas, bahwa data kepesertaan yang telah terdaftar pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Palembang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pada 

tahun 2018 jumlah peserta aktif memiliki angka yang paling rendah diantara tahun 2019 dan 

2020, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 813 peserta aktif pada 

tahun 2020. Program jaminan kecelakaan kerja disingkat (JKK) adalah suatu program 

pemerintah dan Pemberi Kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan 

santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan tugas 

pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Pelaksanaan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 

Keternagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

yang selanjutnya diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 

Tahun 2019. Apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bahwa setiap Pemberi 

Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai 
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Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan serta setiap orang yang bekerja wajib 

mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS 

Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 37 

pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh 

manfaat JKK. Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter 

berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama tuju hari kerja 

setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan 

tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi ganti rugi sebesar 1% satu persen dari nilai 

nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada 

Peserta.  

Selain Peraturan Pemerintah terdapat juga Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian 

Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah didalam pasal 20 ayat 6 bahwa 

apabila persyaratan pengajuan klaim tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan 

peserta bukan penerima upah atau wadah atau kelompok tertentu paling lambat 3 hari kerja 

sejak laporan tahap II diterima. BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK 

kepada peserta paling lambat 7 hari setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif. 

Kecelakaan merupakan sebuah kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan cedera 

atau kerusakan. Kecelakaan dapat terjadi akibat kelalaian dari perusahaan, pekerja, maupun 

keduanya, dan akibat yang ditimbulkan dapat memunculkan trauma bagi kedua pihak. Bagi 

pekerja, cedera akibat kecelakaan dapat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi, kehidupan 

keluarga, dan kualitas hidup pekerja tersebut. Bagi perusahaan, terjadi kerugian produksi 

akibat waktu yang terbuang pada saat melakukan penyelidikan atas kecelakaan tersebut serta 

biaya untuk melakukan proses hukum atas kecelakaan kerja menurut Ridley (dalam Redjeki 
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2016:8). Santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap. Manfaat yang 

begitu banyak dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan belum 

dapat dirasakan oleh seluruh para pekerja di Indonesia.  

Berdasarkan prosedur tahap verifikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam  

pengajuan klaim adalah melakukan pelaporan jika karyawan perusahaan yang mengalami 

kecelakaan kerja kepada pihak BPJS Ketenagaankerja laporan dapat dilakukan dengan cara 

lisan secara langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau dengan cara tertulis melalui 

email resmi Tujuannya agar pihak BPJS Ketenagakerjaan mengetahui jika terjadinya 

kecelakaan. Laporan  harus dilakukan maksimal 2 X 24 jam setelah kejadian kecelakaan 

tersebut. Setelah itu, pihak perusahaan menindak lanjuti laporan yang telah disampaikan 

sebelumnya dan mengisi formulir kecelakaan kerja tahap 1 yang dapat diakses 

dalam website resmi BPJS Ketenagakerjaan. Serta melampirkan beberapa dokumen yaitu 

surat keterangan sakit karyawan resmi dari dokter yang bertanggung jawab atau rumah sakit 

tempat karyawan tersebut dirawat, setelah laporan tahap diserahkan kepada BPJS 

Ketenagakerjaan, pihak BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan penghitungan total biaya 

yang dikeluarkan untuk menangani karyawan hingga sembuh atau dipulangkan ke rumah 

duka.  Terkait karyawan yang meninggal dunia, BPJS juga akan menghitung santunan dan 

ganti rugi kecelakaan yang berhak didapatkan oleh keluarga atau ahli waris karyawan yang 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat pemerintah.  
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Berikut adalah data pengajuan klaim pada program jaminan kecelakaan kerja pada 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang Tahun 2018-2019. 

Tabel 1.2 Data Pengajuan Laporan Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

 Tahun 2018-2020 

No Kelompok Kasus 

Program JKK 

2018 2019 2020 

1. STMB 164 241 168 

2. Cacat Fungsi 22 20 20 

3. Cacat Sebagian 22 40 45 

4. Cacat Total Tetap 1 3 0 

5. Santunan Kematian 108 175 138 

6. Biaya Obat & 

Perawatan 

1.035 1.908 2.050 

7. Protese/Orthese 27 24 20 

8. Rehabilitasi 49 154 194 

9. Beasiswa 33 26 6 

10. Santunan Berkala 1.010 1.890 2.094 

Total 2.471 4.054 4.735 
Sumber : dokumen BPJS Ketenagakerjaan cabang Palembang 2018-2020 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa data pengajuan klaim program jaminan kecelakaan 

kerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bahwa kasus terbanyak pada 2018 sampai 

dengan 2019 yaitu pada kategori biaya obat dan perawatan. Pada tahun 2018  sebanyak 1.035 

dan pada tahun 2019 sebanyak 1.908, sedangkan pada tahun 2020 kategori kasus tertinggi 

adalah santunan berkala sebanyak 2.094. Klaim Program jaminan kecelakaan kerja yang 

diajukan pada sesuai bulan pengajuan maka pembayaran klaim juga dibayarkan dengan 

bulan yang sama oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, jika data  tidak lengkap maka berkas 

klaim akan dikembalikan kepada perusahan untuk dilengkapi dan dimasukan dalam klaim 

pending atau tagihan tertunda. 
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Berikut adalah kasus klaim tertunda pada program jaminan kecelakaan kerja di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Palembang pada tahun 2018 sampai 2019. 

Tabel 1.3 Data Klaim Tertunda dan Klaim Yang Dibayarkan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja tahun 2018-2020 

NO TAHUN JUMLAH KLAIM 

TERTUNDA 

JUMLAH KLAIM YANG 

DIBAYARKAN 

1. 2018 60 1.014 

2. 2019 234 2.008 

3. 2020 224 2.193 
Sumber : dokumen BPJS Ketenagakerjaan cabang Palembang 2018-2020 

Pada tabel 1.2  menunjukan bahwa klaim pada program jaminan kecelakaan kerja pada 

tahun 2018 mengalami pending atau tertunda sejumlah 60 klaim dan sejumlah 1.014 klaim 

yang sudah dibayarkan dari jumlah keseluruhan data pengajuan klaim pada tahun 2018 

sejumlah 2.471. Pada tahun 2019 klaim tertunda sejumlah 234 dan sejumlah 2.008 klaim 

yang telah dibayarkan dari jumlah keseluruhan data klaim sebanyak 4.054, sedangkan pada 

tahun 2020 terdapat 224 klaim tertunda dan 2.193 klaim yang telah dibayarkan dari jumlah 

keseluruhan data klaim sebanyak 4.735 Klaim Program jaminan kecelakaan kerja yang 

diajukan pada sesuai bulan pengajuan maka pembayaran klaim juga dibayarkan dengan 

bulan yang sama oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, klaim tertunda diatas merupakan pada 

proses tahap I yaitu pelengekapan data dari peserta yang mengajukan kecelakaan kerja, jika 

data  tidak lengkap maka berkas klaim akan dikembalikan kepada perusahan untuk 

dilengkapi dan dimasukan dalam klaim pending atau tagihan tertunda, sedangkan pada 

proses klaim program jaminan kecelakaan kerja proses pengajuan bisa diajukan pada tahun 

sebelumnya tetapi pemenuhan persyaratan klaim dilakukan pihak peserta pada tahun 

selanjutnya maka pembayaran klaim bisa dilakukan pada tahun berikutnya.  

Dari data pengajuan klaim tersebut masih terdapat klaim yang belum dibayarkan pihak 

BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta atau perusahaan yang terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan, dalam hal ini klaim peserta terhadap BPJS Ketenagakerjaan merupakan 

tuntutan imbalan atas jasa layanan yang diberikan Pihak BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari 
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itu penulis menarik kesimpulan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan 

progam jaminan kecelakaan kerja terhadap BPJS Ketanagkerjaan Cabang Palembang. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan penelitian 

adalah bagaimana pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Palembang ? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan dari permasalahan yang dapat 

dirumuskan yaitu untuk  mengetahui  Pelaksanaanan dari Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja dan pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan perarturan pemerintah Nomor 44 tahun 

2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan temuan-temuan dalam 

penelitian ini akan menjadi bahan kajian yang bermanfaat dan menjadi refrensi 

pembelajaran bagi para mahasiswa-mahasiswa dan ilmuan administrasi Publik 

khususnya ruang lingkup implementasi kebijakan. 

2. Secara Praktis, dengan adanya hasil dari penelitian ini ditujukan kepada pihak BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Palembang sehingga  dapat menjadi kontribusi atau saran 

terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan implementasi kebijakan 

Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Palembang 
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